
ABSTRAK
Beragamnya aktor yang terlibat dalam hubungan dan kerjasama luar negeri di samping membuat proses pengambilan keputusan semakin kompleks juga membuka peluang bagi pemantapan diplomasi Indonesia. Seiring dengan berlakunya undang-undang otonomi daerah tersebut, kebijakan hubungan luar negeri dan diplomasi oleh pemerintah pusat antara lain juga diarahkan untuk memberdayakan dan mempromosikan potensi daerah, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tesis ini yang menjadi identifikasi masalahnya adalah :Bagaimanakah implementasi pemerintah daerah dalam melaksanakan kerjasama ekonomi dengan luar negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah?; Bagaimanakah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri mengatur tentang Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kerjasama ekonomi dengan luar negeri? Dan Permasalahan-permasalahan hukum apa yang terjadi terkait dengan adanya kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan kerjasama ekonomi dengan luar negeri dan bagaimana mengatasinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif-analitis, yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif yakni suatu metode pendekatan yang melihat permasalahan yang diteliti dengan menitik beratkan pada data sekunder, dan mencoba untuk menginventarisasi serta mengkaji asas-asas dan norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yurisprudensi serta hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, serta kebiasaan Internasional dan pendekatan kasus.
Implementasi pemerintah daerah dalam melaksanakan kerjasama ekonomi dengan luar negeri, dewasa ini seiring dengan adanya otonomi daerah, Beberapa daerah di Indonesia yang melakukan hubungan kerjasama dengan Pemda asing adalah Jawa Barat dengan Provinsi Cholanamdo, Korea, negara bagian Australia, dan Kerajaan Negeri Pulau Pinang Malaysia dan lain-lain. Undang-undang Nomor 37 tahun 1999  tentang Hubungan Luar Negeri, tidak mengatur secara detail mengenai bentuk-bentuk kerjasama yang dapat dilakukan, namun hanya mengatur setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi terkait dengan adanya kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan kerjasama ekonomi dengan luar negeri, yaitu adanya perbedaan sudut pandang/persepsi Hubungan Kerjasama Luar Negeri; Terbatasnya Sumber Daya Manusia. beberapa MoU dan implementing agreement; Sinkronisasi Penyusunan Program dan Anggaran. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, dalam menjalankan sistem kerjasama luar negeri yang menjadikan pemerintah daerah sebagai aktor utamanya, persiapan yang paling gencar dilakukan seharusnya datang dari pemerintah daerah itu sendiri. Pemerintah daerah harus siap dengan berbagai tuntutan dalam melakukan kerjasama. Saran yang dapat penulis kemukakan yaitu : Perlu adanya sinkronisasi dan harmonisasi antara regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait dengan pelaksanaan hubungan luar negeri; Pemerintah daerah harus mampu melengkapi perangkat investasi, baik berupa fasilitas maupun sistem regulasi guna berjalannya hubungan luar negeri; dan Perlu adanya perbaikan pada, aspek sumber daya alam, aspek sumber daya manusia, dan aspek kemampuan daerah dalam memperoleh sumber pendapatan daerah termasuk pendapatan asli daerah guna mengoptimalkan daerah dalam melaksanakan hubungan luar negeri.
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ABSTRACT

 
                   The diversity of actors involved in foreign relations and cooperation in addition to making more complex decision-making process also opens up opportunities for consolidation of Indonesian diplomacy. Along with the enactment of regional autonomy laws, policies foreign relations and diplomacy by the central government, among others, are also directed to empower and promote the potential of the region, within the framework of the Unitary Republic of Indonesia. In this thesis the identification of the problem is: How does the implementation of local government in implementing economic cooperation with overseas based on Law Number 32 Year 2004 regarding Regional Government ?; How is Law No. 37 of 1999 on Foreign Relations regulates the Local Government in carrying out economic cooperation with foreign countries? And legal affairs related to what happens with the authority of local governments to implement economic cooperation with foreign countries and how to solve it based on the laws and regulations applicable ?.

 
This research is descriptive-analytical study, which is intended to provide data that is accurate as possible about the people, circumstances or certain symptoms. The method used is a normative juridical approach which is a method of approach that sees the problems studied by focusing on secondary data, and try to take stock and review the principles and legal norms contained in various legislation, jurisprudence and customary law prevailing in the society, as well as the International habits and approach cases.

 
Implementation of local governments to implement economic cooperation with foreign countries, today in line with regional autonomy, some areas in Indonesia conducting foreign relations of cooperation with the Government of the Province of West Java is Cholanamdo, Korean, Australian states, and the Kingdom of Penang State of Malaysia and others. Law No. 37 of 1999 on Foreign Relations, does not regulate in detail the forms of cooperation that can be done, but only regulates all activities related to regional and international aspects are carried out by local governments. Legal problems that occur related to the authority of local governments to implement economic cooperation with foreign countries, namely the existence of different points of view / perception Cooperation Foreign Relations; Lack of Human Resources. MOUs and the implementing agreement; Synchronization on Program and Budget. In addressing these problems, the system running the foreign cooperation that makes the local government as the main actor, the most vigorous preparations made ​​should come from the local government itself. Local governments must be prepared with a variety of demands in collaborating. Suggestions to the authors point out that: There should be synchronization and harmonization of regulations made ​​by the central government and local government related to the implementation of foreign relations; Local governments should be able to complement the investment, either in the form of facilities and systems of regulation to the passage of foreign relations; and Need for improvement in aspects of natural resources, human resources aspects, and aspects of regional capabilities in areas including sources of income in order to optimize revenue in the areas conducting foreign relations. 
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